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Abstract. This study explores the urgency of enacting a specific Electronic Waste Management Law in Indonesia
as a legal foundation to support the achievement of net zero emissions. Using a normative juridical approach, the
research analyzes existing legal shortcomings, the application of the Extended Producer Responsibility (EPR)
principle, and comparative insights from international e-waste regulatory frameworks. The findings indicate that
current environmental regulations, such as Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management
and Government Regulation No. 101 of 2014 on Hazardous Waste Management, do not explicitly regulate
electronic waste. As a result, e-waste management remains fragmented and largely handled by the informal sector
without adequate supervision or accountability mechanisms. Therefore, the establishment of a comprehensive E-
Waste Law is crucial to enhance Indonesia’s legal structure, substantive norms, and legal culture in supporting
a sustainable circular economy. Through the implementation of EPR and shared responsibility among producers,
consumers, and government institutions, the law can function as a strategic tool to minimize electronic waste
generation, improve recycling efficiency, and reduce carbon emissions. Such legal innovation would reinforce
Indonesia’s environmental governance and accelerate progress toward its national goal of achieving net zero
emissions by 2060.

Keywords: Circular Economy; Electronic Waste; Extended Producer Responsibility;, Net Zero Emission;
Sustainable Development

Abstrak. Studi ini mengkaji urgensi pemberlakuan Undang-Undang Pengelolaan Limbah Elektronik (E-Waste)
yang spesifik di Indonesia sebagai landasan hukum untuk mendukung pencapaian emisi nol bersih. Dengan
pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis kelemahan hukum yang ada, penerapan prinsip Tanggung
Jawab Produsen yang Diperluas (EPR), dan wawasan komparatif dari kerangka regulasi limbah elektronik
internasional. Temuan menunjukkan bahwa regulasi lingkungan yang ada saat ini, seperti Undang-Undang No.
32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah No. 101
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, tidak secara eksplisit mengatur limbah elektronik. Akibatnya,
pengelolaan limbah elektronik masih terfragmentasi dan sebagian besar ditangani oleh sektor informal tanpa
pengawasan atau mekanisme akuntabilitas yang memadai. Oleh karena itu, pembentukan Undang-Undang
Limbah Elektronik yang komprehensif sangat penting untuk memperkuat struktur hukum, norma substantif, dan
budaya hukum Indonesia dalam mendukung ekonomi sirkular yang berkelanjutan. Melalui penerapan EPR dan
pembagian tanggung jawab antara produsen, konsumen, dan lembaga pemerintah, undang-undang ini dapat
berfungsi sebagai alat strategis untuk meminimalkan timbulan limbah elektronik, meningkatkan efisiensi daur
ulang, dan mengurangi emisi karbon. Inovasi hukum seperti ini akan memperkuat tata kelola lingkungan Indonesia
dan mempercepat kemajuan menuju tujuan nasional untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2060.

Kata kunci: Ekonomi Sirkular; Extended Producer Responsibility; Limbah Elektronik; Net Zero Emission;
Pembangunan Berkelanjutan.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era Revolusi Industri 4.0 telah
mendorong penggunaan perangkat elektronik secara masif di seluruh dunia. Telepon pintar,
komputer, televisi, pendingin ruangan, hingga peralatan rumah tangga cerdas kini menjadi
bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern. Tingginya tingkat konsumsi ini
berdampak langsung pada meningkatnya produksi limbah elektronik (electronic waste atau e-

waste). Menurut Global E-Waste Monitor 2020, pada tahun 2019 dunia menghasilkan sekitar
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53,6 juta ton e-waste, menjadikannya kategori limbah dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
Angka tersebut diperkirakan meningkat menjadi 74,7 juta ton pada tahun 2030 apabila tidak
ada intervensi signifikan (Forti et al., 2020). Tren ini menandakan adanya “tsunami digital”
yang berimplikasi besar terhadap lingkungan, kesehatan, ekonomi, dan iklim.

Limbah elektronik memiliki karakteristik unik dibandingkan kategori limbah lainnya.
Di satu sisi, e-waste mengandung berbagai bahan berbahaya seperti timbal, merkuri, arsenik,
kadmium, serta senyawa bromin yang berpotensi mencemari tanah, air, dan udara jika tidak
dikelola secara aman (Song et al., 2019; Cucchiella et al., 2015). Di sisi lain, e-waste
menyimpan potensi nilai ekonomi karena mengandung logam berharga, misalnya emas, perak,
platinum, tembaga, dan rare earth elements yang dapat dimanfaatkan melalui proses daur ulang
dan wrban mining (Tansel, 2017; Liu et al., 2023). Kontradiksi inilah yang membuat
pengelolaan e-waste memerlukan regulasi khusus, karena tanpa tata kelola yang tepat, risiko
lingkungan dan kesehatan jauh lebih besar daripada manfaat ekonominya.

Dari perspektif perubahan iklim, pengelolaan e-waste juga memiliki hubungan erat
dengan upaya mitigasi emisi gas rumah kaca. Produksi perangkat elektronik baru
membutuhkan ekstraksi sumber daya alam, energi, dan transportasi global yang menyumbang
emisi signifikan. Sebaliknya, proses daur ulang mampu mengurangi jejak karbon dengan
menggantikan kebutuhan bahan primer dan menurunkan energi produksi (Zeng et al., 2017,
Chancerel & Rotter, 2009). Menurut studi Journal of Industrial Ecology, daur ulang limbah
elektronik dapat mengurangi emisi karbon hingga 25-40% dibandingkan dengan produksi
berbasis bahan baku primer (Wang et al., 2020). Dengan demikian, tata kelola e-waste yang
efektif tidak hanya mengatasi persoalan lingkungan lokal, tetapi juga menjadi strategi mitigasi
iklim yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian target net zero emission.

Berbagai negara telah mengambil langkah strategis dalam merespons krisis e-waste.
Uni Eropa sejak tahun 2002 menerapkan Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)
Directive yang menetapkan mekanisme Extended Producer Responsibility (EPR), mewajibkan
produsen bertanggung jawab atas pengumpulan dan pengolahan produk elektronik setelah
masa pakai berakhir (Huisman et al., 2015). Jepang menerapkan Home Appliance Recycling
Law sejak tahun 2001 yang mengatur kewajiban produsen dan konsumen untuk membiayai
proses daur ulang peralatan rumah tangga tertentu, seperti televisi dan lemari es (Oguchi et al.,
2008). Tiongkok sebagai produsen elektronik terbesar dunia memperkenalkan Circular
Economy Promotion Law dan sistem lisensi daur ulang, meskipun implementasinya masih
menghadapi kendala sektor informal (Liu et al., 2006; Zeng et al., 2017). Sementara itu, India
menerapkan E-Waste (Management) Rules 2016 yang juga berbasis EPR, meskipun
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efektivitasnya masih terbatas akibat lemahnya penegakan hukum dan keterbatasan
infrastruktur (Dwivedy & Mittal, 2012).

Studi komparatif menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan e-waste sangat
bergantung pada kerangka hukum yang jelas, mekanisme insentif, serta koordinasi
kelembagaan yang baik (Compagnoni et al., 2022). Negara-negara yang memiliki undang-
undang khusus tentang e-waste terbukti lebih mampu meningkatkan tingkat pengumpulan,
mengurangi pembuangan ilegal, serta menurunkan jejak karbon sektor elektronik. Hal ini
mengindikasikan bahwa pembentukan Undang-Undang Pengelolaan Limbah Elektronik
menjadi prasyarat penting bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk keluar dari
jebakan masalah struktural pengelolaan e-waste.

Indonesia, dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, merupakan salah satu konsumen
perangkat elektronik terbesar di Asia Tenggara. Laporan United Nations University
memperkirakan bahwa Indonesia menghasilkan sekitar 2 juta ton e-waste per tahun, dengan
proyeksi pertumbuhan signifikan seiring meningkatnya digitalisasi dan urbanisasi (Rochman
et al., 2017). Tingkat kepemilikan telepon pintar yang tinggi serta tren fast replacement gadget
mempercepat laju timbulan limbah elektronik.

Indonesia belum memiliki regulasi khusus mengenai e-waste. Instrumen hukum yang
ada masih terbatas pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Regulasi tersebut tidak memberikan
definisi spesifik tentang e-waste, tidak mengatur kewajiban produsen, serta tidak menetapkan
mekanisme daur ulang berbasis EPR. Akibatnya, sebagian besar e-waste dikelola oleh sektor
informal dengan standar teknis rendah, seperti pembongkaran manual atau pembakaran
terbuka, yang berpotensi meningkatkan risiko polusi udara, tanah, dan air (Sari et al., 2024;
Rochman et al., 2017).

Selain persoalan regulasi, tantangan lain adalah rendahnya kesadaran masyarakat,
terbatasnya infrastruktur daur ulang formal, serta lemahnya koordinasi antar-lembaga
pemerintah. Padahal, nilai ekonomi dari e-waste Indonesia diperkirakan mencapai miliaran
dolar AS setiap tahunnya jika dikelola secara sistematis melalui skema wurban mining dan
ekonomi sirkular (Widmer et al., 2005). Dengan demikian, terdapat paradoks antara potensi
besar yang tersedia dan ketiadaan kerangka hukum yang mampu mengoptimalkannya.

Indonesia telah menyampaikan komitmen dalam Paris Agreement untuk menurunkan
emisi gas rumah kaca sebesar 31,89% dengan kemampuan sendiri dan hingga 43,20% dengan

dukungan internasional pada 2030, serta mencapai net zero emission pada tahun 2060 atau
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lebih cepat (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021). Selama ini, fokus mitigasi
emisi cenderung diarahkan pada sektor energi, transportasi, dan kehutanan. Padahal, sektor
limbah, termasuk e-waste, memiliki kontribusi yang signifikan.

Studi oleh Wang et al. (2020) menunjukkan bahwa penerapan sistem daur ulang e-waste
yang terintegrasi dapat mengurangi emisi karbon hingga jutaan ton CO: per tahun secara
global. Jika diimplementasikan di Indonesia, manfaat ini akan mendukung pencapaian target
NDC (Nationally Determined Contribution) dan memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi
iklim internasional. Oleh karena itu, pengelolaan e-waste harus ditempatkan sebagai bagian

integral dari kebijakan iklim nasional, bukan sekadar isu lingkungan teknis.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan dasar konseptual
bagi urgensi pembentukan Undang-Undang Pengelolaan Limbah Elektronik (e-waste) di
Indonesia sebagai bagian dari strategi hukum menuju net zero emission. Secara umum,
penelitian ini berlandaskan pada beberapa teori utama, yakni teori hukum pembangunan, teori
sistem hukum, teori extended producer responsibility (EPR), teori ekonomi sirkular, serta teori

pembangunan berkelanjutan.

Teori Hukum Pembangunan

Teori hukum pembangunan yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja (1976)
berpandangan bahwa hukum harus menjadi alat rekayasa sosial (law as a tool of social
engineering) untuk mengarahkan perubahan masyarakat menuju tatanan yang lebih baik.
Hukum tidak semata berfungsi menjaga ketertiban, tetapi juga mendorong transformasi
perilaku sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Dalam konteks e-waste, teori ini menegaskan bahwa pembentukan Undang-Undang
baru diperlukan untuk mendorong perubahan perilaku produsen dan konsumen agar
bertanggung jawab terhadap siklus hidup produk elektronik. Prinsip ini relevan dengan gagasan
Soekanto (2006) bahwa hukum akan efektif apabila mampu menyesuaikan diri dengan nilai-
nilai sosial dan budaya masyarakat.

Dengan demikian, hukum pembangunan menjadi pijakan bagi Indonesia untuk
mengubah pola konsumsi dan produksi elektronik yang selama ini linear menjadi sistem
sirkular yang mendukung keberlanjutan dan pengurangan emisi karbon. Pembentukan Undang-
Undang e-waste dengan prinsip tanggung jawab produsen dan daur ulang wajib merupakan

bentuk konkret implementasi teori ini.
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Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Lawrence M. Friedman (1975) menyatakan bahwa efektivitas suatu sistem hukum
ditentukan oleh tiga elemen utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

Dalam konteks pengelolaan e-waste di Indonesia, teori ini memberikan kerangka untuk
menganalisis kelemahan hukum yang ada. Dari sisi struktur, kelembagaan pengelola limbah
masih terfragmentasi antara kementerian dan pemerintah daerah. Dari sisi substansi, belum ada
norma hukum yang secara khusus mengatur pengumpulan, daur ulang, dan tanggung jawab
produsen atas produk elektronik bekas. Sedangkan dari aspek budaya hukum, kesadaran
masyarakat terhadap bahaya e-waste dan pentingnya daur ulang masih rendah (Rochman,
Sembiring, & Schuster, 2017).

Teori Friedman menegaskan bahwa pembentukan Undang-Undang E-Waste tidak
cukup hanya menambah substansi hukum, tetapi juga harus memperkuat lembaga pelaksana
serta membangun budaya hukum yang kondusif. Harmonisasi ketiga elemen ini menjadi syarat

mutlak bagi efektivitas implementasi hukum lingkungan.

Teori Extended Producer Responsibility (EPR)

Konsep Extended Producer Responsibility (EPR) pertama kali diperkenalkan oleh
Thomas Lindhqvist (2000) di Swedia sebagai kebijakan yang memperluas tanggung jawab
produsen terhadap siklus hidup produknya hingga tahap pasca-konsumsi. Prinsip EPR
mendorong produsen untuk mendesain produk yang lebih tahan lama, mudah didaur ulang, dan
bertanggung jawab atas pengumpulan serta pengolahan limbah yang dihasilkannya.

Negara-negara maju telah mengadopsi teori ini ke dalam kebijakan nasional. Uni Eropa
menetapkannya melalui WEEFE Directive (European Commission, 2012), Jepang melalui Home
Appliance Recycling Law (Aizawa et al., 2008), dan Korea Selatan melalui sistem Producer
Recycling Obligation. Penerapan EPR terbukti efektif meningkatkan tingkat pengumpulan e-
waste hingga 65% (Compagnoni et al., 2022).

Di Indonesia, konsep EPR baru diimplementasikan secara sukarela melalui panduan
Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK, 2021). Belum adanya payung hukum yang bersifat
memaksa menyebabkan tanggung jawab produsen tidak berjalan optimal. Oleh karena itu, teori
EPR memberikan dasar normatif bagi pembentukan UU E-Waste yang mewajibkan produsen
ikut membiayai dan mengelola limbah elektronik untuk mendukung pencapaian net zero

emission.
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Teori Ekonomi Sirkular

Teori ekonomi sirkular merupakan pendekatan baru terhadap sistem produksi dan
konsumsi yang bertujuan memaksimalkan nilai sumber daya dengan menutup siklus material
melalui prinsip reduce, reuse, recycle, and recover (Geissdoerfer et al., 2017). Berbeda dari
sistem linear yang menghasilkan limbah besar, ekonomi sirkular menekankan efisiensi sumber
daya dan keberlanjutan jangka panjang.

Dalam konteks e-waste, penerapan ekonomi sirkular berarti memperpanjang umur
produk elektronik, menggunakan kembali komponen, dan mendaur ulang logam berharga
seperti tembaga, perak, dan emas. Penelitian Zeng et al. (2017) menunjukkan bahwa penerapan
ekonomi sirkular dalam sektor elektronik dapat mengurangi emisi karbon hingga 25-30%
dibandingkan model linear.

Pemerintah Indonesia mulai mengadopsi konsep ini dalam National Circular Economy
Roadmap (Bappenas, 2021), namun belum memiliki dasar hukum yang kuat. Pembentukan UU
E-Waste dapat menjadi langkah strategis untuk menjadikan ekonomi sirkular sebagai
paradigma hukum nasional, sekaligus mendukung efisiensi energi dan pengurangan emisi

karbon.

Teori Pembangunan Berkelanjutan dan Net Zero Emission

Teori pembangunan berkelanjutan, sebagaimana dirumuskan dalam laporan Our
Common Future oleh Komisi Brundtland (1987), menekankan keseimbangan antara
pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial. Dalam konteks hukum
lingkungan, teori ini menjadi dasar bahwa setiap kebijakan hukum harus mempertimbangkan
dampaknya terhadap keberlanjutan antar-generasi.

Limbah elektronik merupakan contoh nyata di mana keseimbangan tersebut diuji. E-
waste mengandung bahan beracun yang dapat merusak lingkungan, tetapi juga sumber daya
sekunder bernilai tinggi. Maka, pengelolaan yang bijak menjadi bagian integral dari strategi
pembangunan berkelanjutan dan upaya mitigasi perubahan iklim.

Konsep net zero emission memperluas gagasan pembangunan berkelanjutan ke arah
keseimbangan karbon global. Wang et al. (2020) menemukan bahwa proses daur ulang logam
dari e-waste menghasilkan emisi karbon 80% lebih rendah dibandingkan ekstraksi bahan
mentah dari tambang. Oleh karena itu, penguatan sistem hukum e-waste akan berkontribusi
signifikan terhadap pencapaian Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia yang
menargetkan pengurangan emisi sebesar 31,89% pada tahun 2030 (KLHK, 2022).
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3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal,
yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai sistem norma yang berlaku (Soekanto,
2006). Fokusnya adalah analisis terhadap peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta
doktrin yang berkaitan dengan pengelolaan limbah elektronik. Pemilihan metode ini
didasarkan pada adanya kekosongan hukum (legal vacuum) di Indonesia, karena belum
terdapat Undang-Undang khusus mengenai e-waste, sementara peraturan yang ada seperti
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014
hanya mengatur secara umum limbah B3.

Bahan hukum yang digunakan meliputi: (1) bahan hukum primer berupa peraturan
perundang-undangan nasional, dokumen komitmen internasional seperti Paris Agreement dan
Basel Convention, serta regulasi asing seperti WEEE Directive Uni Eropa dan Home Appliance
Recycling Law Jepang; (2) bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, artikel jurnal
bereputasi internasional seperti Journal of Cleaner Production dan Resources, Conservation
and Recycling (Compagnoni et al., 2022; Forti et al., 2020); serta (3) bahan hukum tersier
seperti kamus hukum dan data statistik pendukung.

Pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan (statute
approach) untuk menganalisis substansi regulasi di Indonesia, pendekatan konseptual
(conceptual approach) dengan mengacu pada teori extended producer responsibility (EPR) dan
ekonomi sirkular (Zeng et al., 2017), serta pendekatan perbandingan (comparative approach)
untuk mengkaji praktik pengelolaan e-waste di Uni Eropa, Jepang, India, dan Tiongkok. Selain
itu digunakan pula pendekatan kasus (case approach) dengan menelaah studi lapangan seperti
penelitian Rochman, Sembiring, dan Schuster (2017) mengenai dominasi sektor informal

dalam pengelolaan e-waste di Yogyakarta.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kondisi Faktual Pengelolaan E-Waste di Dunia dan Indonesia

E-waste atau limbah elektronik telah diidentifikasi sebagai salah satu jenis limbah
dengan tingkat pertumbuhan tercepat di dunia. Menurut laporan Global E-Waste Monitor 2020,
total timbulan e-waste global pada tahun 2019 mencapai 53,6 juta ton metrik, meningkat 21%
hanya dalam lima tahun sejak 2014. Proyeksi menunjukkan angka tersebut akan meningkat
hingga 74,7 juta ton pada 2030 apabila tidak ada intervensi kebijakan yang signifikan (Forti et
al., 2020). Dari jumlah tersebut, hanya 17,4% yang dikelola secara formal melalui proses

pengumpulan dan daur ulang resmi, sedangkan sisanya berakhir di tempat pembuangan
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terbuka, dibakar secara ilegal, atau diproses oleh sektor informal dengan teknologi sederhana
yang berisiko tinggi bagi kesehatan dan lingkungan.

Secara global, distribusi timbulan e-waste sangat timpang. Asia menghasilkan jumlah
terbesar yaitu 24,9 juta ton, diikuti oleh Amerika (13,1 juta ton), Eropa (12 juta ton), Afrika
(2,9 juta ton), dan Oseania (0,7 juta ton). Eropa, meskipun tidak memproduksi e-waste sebesar
Asia, memiliki tingkat pengumpulan resmi tertinggi yakni sekitar 42,5%, sementara Afrika
hanya 0,9% (Forti et al., 2020). Data ini memperlihatkan bahwa persoalan utama e-waste bukan
hanya soal volume timbulan, tetapi juga kapasitas kelembagaan dan regulasi dalam
mengelolanya.

Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa dan penetrasi perangkat
elektronik yang terus meningkat, merupakan salah satu penyumbang utama e-waste di kawasan
Asia Tenggara. Berdasarkan laporan United Nations University, produksi e-waste Indonesia
pada tahun 2019 diperkirakan mencapai 2 juta ton (Balde et al., 2020). Jumlah ini diprediksi
terus meningkat seiring dengan pertumbuhan konsumsi smartphone, komputer, dan peralatan
rumah tangga elektronik.

Permasalahan yang dihadapi Indonesia adalah dominasi sektor informal dalam
pengelolaan e-waste. Studi yang dilakukan Rochman, Sembiring, dan Schuster (2017) di
Yogyakarta menemukan bahwa sebagian besar e-waste dikumpulkan oleh pengepul kecil,
dibongkar, dan dilebur menggunakan teknologi sederhana tanpa standar kesehatan dan
lingkungan. Praktik tersebut menghasilkan paparan timbal, merkuri, kadmium, serta polutan
organik persisten yang berbahaya, tidak hanya bagi pekerja tetapi juga bagi masyarakat sekitar.
Kondisi ini menunjukkan bahwa tanpa regulasi dan kelembagaan yang kuat, pengelolaan e-
waste justru menjadi sumber pencemaran baru yang memperburuk krisis lingkungan.

Selain itu, lemahnya sistem pengumpulan formal membuat sebagian besar e-waste
berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA) bersama dengan sampah domestik lainnya.
Padahal, e-waste memiliki karakteristik berbeda dengan sampah rumah tangga karena
mengandung logam berharga seperti emas, perak, dan tembaga, sekaligus bahan beracun.
Kegagalan mengelola e-waste berarti kehilangan potensi ekonomi dari logam berharga

sekaligus meningkatkan risiko pencemaran.

Kekosongan Hukum dalam Pengelolaan E-Waste di Indonesia
Analisis hukum menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki instrumen hukum
khusus yang mengatur pengelolaan e-waste. Regulasi yang ada saat ini hanya mencakup secara

umum. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
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mengatur prinsip umum pencegahan pencemaran, sedangkan PP No. 101 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Limbah B3 memasukkan e-waste ke dalam kategori limbah B3 tanpa pengaturan
detail. Akibatnya, terdapat legal vacuum dalam aspek definisi, klasifikasi, tanggung jawab
produsen, mekanisme pengumpulan, maupun sistem daur ulang.

Ketiadaan Undang-Undang khusus ini menimbulkan beberapa permasalahan. Pertama,
fragmentasi regulasi antara kebijakan pengelolaan sampah perkotaan dengan kebijakan
pengelolaan limbah B3, yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha maupun
masyarakat. Kedua, lemahnya instrumen pengawasan dan penegakan hukum yang
menyebabkan sektor informal mendominasi tanpa pengaturan. Ketiga, tidak adanya insentif
hukum bagi produsen untuk menerapkan desain ramah lingkungan atau mengambil tanggung
jawab terhadap produk mereka setelah berakhir masa pakai.

Dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence Friedman (1975), persoalan ini dapat
dijelaskan melalui tiga komponen. Dari segi struktur hukum, kelembagaan pengelola limbah
belum memiliki unit khusus yang menangani e-waste. Dari sisi substansi hukum, kekosongan
aturan menyebabkan ketidakpastian dalam implementasi. Sementara dari aspek budaya hukum,
rendahnya kesadaran masyarakat dan produsen memperparah lemahnya penegakan hukum.
Hal ini menegaskan bahwa tanpa pembentukan Undang-Undang khusus, pengelolaan e-waste

tidak dapat berjalan efektif.

Perbandingan Rezim Hukum Internasional
Urgensi pembentukan Undang-Undang E-Waste di Indonesia semakin jelas apabila
dibandingkan dengan praktik internasional. Uni Eropa, Jepang, India, dan Tiongkok telah
mengadopsi regulasi khusus untuk e-waste dengan berbagai model.
a. Uni Eropa
Uni Eropa memberlakukan Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)
Directive sejak 2003, yang diperbarui pada 2012. Regulasi ini mengadopsi prinsip
extended producer responsibility (EPR), di mana produsen wajib menanggung biaya
pengumpulan, pengolahan, dan daur ulang produk elektronik. Selain itu, Uni Eropa
juga mengaitkan WEEE Directive dengan kebijakan ekonomi sirkular, sehingga
produsen didorong mendesain produk dengan umur pakai lebih panjang dan mudah
didaur ulang (European Commission, 2012). Tingkat pengumpulan e-waste di Uni
Eropa mencapai lebih dari 65%, salah satu yang tertinggi di dunia.
b. Jepang
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Jepang memberlakukan Home Appliance Recycling Law sejak 2001. Regulasi
ini mewajibkan konsumen membayar biaya daur ulang ketika membuang produk
elektronik rumah tangga, sementara produsen wajib mendaur ulang barang tersebut
sesuai standar lingkungan. Sistem ini berhasil membangun disiplin sosial yang tinggi
dalam pengelolaan e-waste (Aizawa et al., 2008).

c. India

India mengeluarkan E-Waste (Management) Rules tahun 2016, yang
memperkenalkan sistem registrasi produsen dan kewajiban melaporkan jumlah e-waste
yang dihasilkan. Regulasi ini juga mulai mengintegrasikan sektor informal dengan
memberikan lisensi dan pengawasan (Rajeev et al., 2020).

d. Tiongkok

Tiongkok memberlakukan Regulation on the Administration of the Recovery
and Disposal of Waste Electrical and Electronic Products pada 2009. Regulasi ini
mengharuskan produsen membayar kontribusi ke dana khusus pemerintah untuk
mendukung proses pengumpulan dan daur ulang (Wang et al., 2020).

Perbandingan ini menunjukkan bahwa keberhasilan tata kelola e-waste sangat
bergantung pada adanya instrumen hukum yang jelas, pengaturan tanggung jawab produsen,
serta insentif dan pengawasan dari negara. Indonesia dapat belajar dari model EPR Uni Eropa

dan Jepang untuk membangun sistem pengelolaan yang lebih efektif.

E-Waste dan Agenda Net Zero Emission

Pengelolaan e-waste memiliki keterkaitan erat dengan agenda mitigasi perubahan iklim
dan target net zero emission. Pertama, pembakaran terbuka e-waste menghasilkan emisi gas
rumah kaca serta polutan berbahaya seperti dioksin dan furan (Gupta & Nath, 2021). Kedua,
kegagalan mendaur ulang logam berharga memaksa industri melakukan penambangan baru
yang menghasilkan emisi karbon sangat tinggi.

Penelitian Wang et al. (2020) menunjukkan bahwa daur ulang logam dari e-waste dapat
mengurangi emisi CO: hingga 80% dibandingkan dengan ekstraksi dari tambang baru. Dengan
demikian, sistem hukum yang mendorong peningkatan tingkat daur ulang e-waste
berkontribusi langsung pada mitigasi iklim.

Indonesia telah berkomitmen dalam Updated Nationally Determined Contribution
(NDC) untuk menurunkan emisi 31,89% secara mandiri atau hingga 43,20% dengan dukungan
internasional pada 2030 (KLHK, 2022). Namun, tanpa regulasi khusus e-waste, kontribusi

sektor pengelolaan limbah terhadap pencapaian target tersebut sulit diukur maupun
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ditingkatkan. Oleh karena itu, pembentukan UU E-Waste harus dipandang sebagai bagian dari

strategi hukum nasional untuk mendukung pencapaian net zero emission pada 2060.

5. KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan limbah elektronik (e-
waste) di Indonesia masih menghadapi tantangan serius akibat belum adanya payung hukum
khusus. Kekosongan hukum ini menyebabkan penanganan e-waste cenderung bersifat
sporadis, didominasi sektor informal, dan belum berorientasi pada prinsip keberlanjutan.
Padahal, limbah elektronik mengandung potensi ekonomi dan dampak lingkungan yang besar.

Analisis teoritis menunjukkan bahwa pembentukan Undang-Undang Pengelolaan
Limbah Elektronik merupakan keharusan strategis dalam kerangka hukum pembangunan
berkelanjutan. Melalui penerapan prinsip extended producer responsibility (EPR) dan ekonomi
sirkular, hukum dapat berperan sebagai instrumen rekayasa sosial untuk mengubah pola
konsumsi dan produksi masyarakat. Selain itu, penguatan sistem hukum melalui harmonisasi
struktur, substansi, dan budaya hukum menjadi kunci efektivitas pelaksanaan kebijakan e-
waste.
Saran

Pemerintah perlu segera merumuskan Undang-Undang Pengelolaan Limbah Elektronik
yang komprehensif dengan mengadopsi prinsip EPR, ekonomi sirkular, dan tanggung jawab
multi-pihak. Regulasi tersebut sebaiknya mengatur mekanisme pengumpulan, pemrosesan,
serta pembiayaan e-waste secara terintegrasi antara pemerintah, produsen, dan masyarakat.

Selain itu, penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kesadaran publik, serta
insentif fiskal bagi industri daur ulang ramah lingkungan menjadi langkah strategis untuk
memastikan efektivitas implementasi hukum. Dengan demikian, hukum lingkungan tidak
hanya berfungsi represif, tetapi juga menjadi pendorong transformasi menuju masyarakat

rendah karbon dan berkeadilan ekologis.
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